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BAB VI 

PENUTUP 

 

1.1 Kesimpulan 

Setelah dilakukan analisis dan perhitungan maka secara keseluruhan dapat 

disimpulkan sbb: 

1. Perbandingan Pendapatan Asli Dareah Kabupaten dan Kota Se-Daratan Timor 

Tahun Anggaran 2009-2011, yang memiliki PAD terbesar adalah Kota Kupang, 

diikuti oleh Kabupaten Belu, selanjutnya Kabupaten Kupang, Kabupaten Timor 

Tengah Selatan dan yang memiliki PAD terkecil adalah Kabupaten Timor 

Tengah Utara.  

2. Untuk Kabupaten Kupang pada Tahun 2009, sumber PAD terbesar adalah dari 

Lain-lain PAD yang sah, Tahun 2010 dan 2011 dari Hasil Pengelolaan 

Kekayaan Daerah yang dipisahkan. Kabupaten Timor Tengah Selatan tahun 

2009 dan 2010 yang menjadi sumber PAD terbesar adalah dari lain-lain PAD 

yang sah dan tahun 2011 dari Retribusi Daerah. Kabupaten Timor Tengah Utara 

Tahun 2009-2011 sumber PAD terbesar adalah dari lain-lain PAD yang sah, 

Kabupatn Belu Tahun 2009-2010 yang menjadi sumber PAD terbesar adalah 

dari lain-lain PAD yang sah dan tahun 2011 dari Retribusi Daerah sedangkan 

Kota Kupang Tahun 2009-2011 penyumbang terbesar terhadap PAD adalah 

dari Pajak  Daerah.  
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1.2 Saran 

Untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dalam menunjang 

pelaksanaan otonomi daerah, maka penulis memberikan saran sbb: 

1. Dilihat dari pendapatan daerah yang dihasilkan oleh Pemerintah Daerah 

Kabupaten /Kota se-Daratan Timor Provinsi NTT, maka Pemerintah Daerah  

dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah khususnya pada sisi pajak daerah 

dan retribusi daerah  dengan menggali potensi-potensi yang ada di daerah 

masing-masing. 

2. Apabila potensi PAD yang akan digali menjadi sumber PAD namun biaya 

pemungutan menjadi kendala atau biaya pemungutan lebih besar atau sama 

dengan pendapatan yang dihasilkan, maka penulis menyarankan agar potensi-

potensi PAD yang membutuhkan biaya sedikit untuk memungutnya namun 

hasilnya sangat berarti bagi Pendapatan Asli Daerah masing-masing daerah 

menjadi prioritas.  

3. Agar Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota se-Daratan Timor masing-masing 

selalu menghimbau para wajib pajak untuk jujur melaporkan pendapatan 

masing-masing guna perhitungan besaran pajak secara tepat. 
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